
 

 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR 4 TAHUN 2018 
 
 

TENTANG 

 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2016-2021 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PADANG PARIAMAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan 

Misi Bupati untuk percepatan pembangunan di 
daerah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mendukung Kebijakan 

Nasional, diperlukan perubahan Kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah; 
b. bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang 

terpadu dan bersinergi untuk pencapaian 
tujuan pembangunan yang tepat susunan, 

efektif dan efisien; 

c. bahwa untuk penyesuaian terhadap kebijakan 
Nasional mengenai Susunan Perangkat 

Daerah, dan melaksanakan kewenangan 
pemerintah daerah dibidang Perencanaan 

Pembangunan perlu adanya perubahan 
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b 
dan huruf c perlu menetapkan peraturan 

daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2016-2021; 
 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 
 

2. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25); 
 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan 
Mentawai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3898); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kota Pariaman di 

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4187); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);  

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700);  

 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4725); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 



 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679; 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor  21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten 

Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman 
ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam 

Lingkung  Kabupaten Padang Pariaman 
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 

Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4951); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019; 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka  Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 

 



 

 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2016-2021 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

TAhun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2016-2021; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman  Nomor 02 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 
2005-2025; 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang 
Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Padang Pariaman 2010-2030; 

 

 
Dengan  Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG 
PARIAMAN 

 
Dan 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN 

 

MEMUTUSKAN 
 
 

Menetapkan 
 

: 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 
2021. 
 

Pasal I 
 

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Padang 
Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang 
Pariaman Tahun 2016 Nomor 8,  diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman.  

 
 
 
 

                                 Ditetapkan di Parit Malintang 
                                pada tanggal 13 Agustus 2018 

                                BUPATI PADANG PARIAMAN, 
                     
                                                
                                                dto 
 

ALI MUKHNI 
 
Diundangkan di Parit Malintang 
pada tanggal 13 Agustus 2018 
  

SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
  
                        dto 
 
 

JONPRIADI 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 
NOMOR 4 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/65 /2018) 
 
 
 

 

 


